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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi ekonomi suatu negara mencerminkan keadaan suatu negara tersebut baik 

atau tidak. Kondisi tersebut dalam dilihat dari pendapatan negara yang terdapat 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada APBN terlihat 

bahwa sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan 

negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. 

Gambar 1.1 

APBNP Tahun 2016 

 
       Sumber: www.anggaran.depkeu.go.id 

 

Pada Gambar 1.1 merupakan data APBNP tahun 2016, dimana pendapatan 

negara sebesar Rp 1.786,2 Triliun dan pendapatan negara dari sektor pajak sebesar 

Rp 1.355,2 Triliun. Hal ini menunjukkan, bahwa pendapatan negara dari sektor 
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pajak memiliki kontribusi sebesar 75,87% dari total pendapatan negara. 

pendapatan negara lainnya diperoleh dari Rp 245,1 Triliun  atau sebesar 13,72%  

merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rp 184,0 Triliun atau sebesar 

10,30% merupakan Penerimaan Negara Kepabeanan dan Cukai, dan RP 2,0 

Triliun atau sebesar 0,11% merupakan hibah.  

Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Negara (Miliar rupiah) 

 
Sumber : www.bps.go.id  

Dilihat dari tabel 1.1 menunjukan bahwa penerimaan negara sangat 

didominasi oleh penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan negara dari sektor 

pajak cenderung mengalami kenaikan dari 2015 sebesar Rp 1.240.418,86 Miliar  
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ke 2016 sebesar Rp 1.784.249,90 Miliar. Penerimaan perpajakan pada tahun 2015 

berkontribusi sebesar 82,25% dan pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 86,26%. 

Hal ini membuktikan bahwa penerimaan dari sektor pajak berkontribusi besar 

bagi penerimaan negara. Penerimaan perpajakan sangat penting terutama bagi 

pembangunan negara. Penerimaan pajak tersebut adalah sumber dana yang berasal 

dari dalam negeri yang akan digunakan untuk belanja negara, baik belanja 

pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, dan belanja lain-lain.  

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat dua fungsi 

pajak menurut Resmi (2017) yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya 

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan 

pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya. 
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2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi 

serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini 

beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur: 

a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat 

terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah 

suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut 

harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat 

tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi 

gaya hidup mewah). 

b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar 

pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi 

(membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan 

pendapatan. 

c) Tarif pajak ekspor 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong 

mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar 

devisa negara. 

d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 

tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, 

dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut 

karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan 

kesehatan). 
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e) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan 

peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhaan 

penghitungan pajak. 

f) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing 

agar menanamkan modalnya di Indonesia.  

Di Indonesia sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga (Waluyo, 2016) yaitu: 

1. Sistem Official Assessment 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang. 

2. Sistem Self Assessment 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar. 

3. Sistem Witholding  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

Berdasarkan Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007, Wajib Pajak 

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan 
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orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 angka 3 UU KUP). 

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, setiap Wajib Pajak 

berkewajiban mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak di wilayah yang 

merupakan tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk mendapatkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  

menurut Pasal 1 Angka 6 UU KUP No. 16 Tahun 2009 adalah nomor yang 

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

akan dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2015, stuktur penomoran NPWP 

sebagai berikut: 

1. 9 (Sembilan) digit pertama adalah identitas Wajib Pajak. 

2. 3 (Tiga) digit berikutnya adalah kode KPP, dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) Untuk pendaftaran/pemberian NPWP baru, kode KPP adalah kode 

KPP tempat Wajib Pajak pertama kali terdaftar; 

b) Untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar, kode KPP adalah kode 

tempat Wajib Pajak terdaftar pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku; 
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3. 3 (Tiga) digit terakhir adalah kode status pusat dan cabang. 

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek 

Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak 

(Resmi, 2017). Beberapa jenis pajak penghasilan yaitu: 

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk 

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pemotongan PPh 

Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk 

Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan atas 

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan (Resmi, 2017). 

Pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-

16/PJ/2016 sebagai berikut: 

a) Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, cabang, 

perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh 

administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit 

tersebut. 

b) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau 

pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga 
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Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri 

yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 

lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 

c) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan 

badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua 

atau jaminan hari tua. 

d) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta 

badan yang membayar: 

1) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan   

sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh 

orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk 

jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak 

untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama 

persekutuannya. 

2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh 

orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri. 

3) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta 

pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang. 

e) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang 

bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta 

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar 
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honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu 

kegiatan. 

Perusahaan yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, Premi  

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Premi Jaminan Kematian (JKM) yang 

dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja merupakan penghasilan bagi 

karyawan. Iuran JKK berkisar antara 0,24% sampai dengan 1,74% dari gaji 

atau upah sebulan tergantung dari tingkat resiko lingkungan kerja, sedangkan 

iuran JKM sebesar 0,30% dari gaji atau upah sebulan 

(http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id). Komponen dalam penghasilan bruto 

ialah iuran JKK dan JKM, sedangkan komponen pengurang penghasilan 

bruto ialah iuran JHT dan biaya jabatan. Iuran JHT adalah 3% yang terdiri 

atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja sedangkan biaya jabatan 

sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimum Rp 500.000,00 sebulan 

atau Rp 6.000.000,00 setahun. 

Komponen lain dalam memperhitungkan PPh Pasal 21 adalah Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP sesuai dengan PMK No. 

101/PMK.010/2016 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Batasan PTKP 2016 

Keterangan PTKP 2016 

Wajib Pajak Orang Pribadi  Rp 54.000.000,00 
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Tambahan untuk Wajib Pajak kawin Rp   4.500.000,00 

Tambahan untuk seorang isteri yang 

penghasilannya digabung dengan penghasilan 

suami 

Rp 54.000.000,00 

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah 

dan keluarga semenda dalam garis keturunan 

lurus serta anak angkat, yang menjadi 

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) 

orang untuk setiap keluarga.  

Rp  4.500.000,00 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi (UU Nomor 36 

Tahun 2008 pasal 17 ayat 1): 

a) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Tarif Pasal 17 UU PPh 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Dipakai 

sampai dengan Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) 

5% 

(lima persen) 

di atas Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) s.d. Rp 

250.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) 

15% 

(lima belas persen) 
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di atas Rp 250.000.000,00 (dua 

ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) 

25% 

(dua puluh lima persen) 

di atas Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) 

30% 

(tiga puluh persen) 

Sumber: Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

b) Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% 

(dua puluh delapan persen). 

Tarif Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 25% (dua 

puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 (UU No. 36 

Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a).  

2. Pajak Penghasilan Pasal 23 

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk 

usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelengaraan 

kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2017). Tarif PPh 

Pasal 23 sebagai berikut (Halim etc all, 2016): 

1) Sebesar 15 persen dari jumlah bruto atas: 

a) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian 

sisa hasil usaha koperasi; 
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b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

c) Royalti; 

d) Hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimakdus dalam Pasal 21 ayat 1 

huruf e Undang-Undang PPh. 

2) Sebesar 2 persen dari jumlah bruto atas: 

a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh; dan  

b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

Undang-Undang PPh. 

3. Pajak Penghasilan Pasal 25 

PPh Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri 

oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan (Waluyo, 

2016). Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak perjalan yang harus 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan (PPh Pasal 25 adalah 

sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan (Resmi, 

2017): 
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a) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

dan Pasal 23; serta 

b) Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; 

dan 

c) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh 

dikreditkan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 24, 

kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun 

pajak.  

4. Pajak Penghasilan Final 

Pajak Penghasilan yang bersifat final dikelompokkan sebagai berikut (Resmi, 

2017): 

1) PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh Wajib Pajak 

yang memiliki peredaran bruto tertentu. 

2) PPh Pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu. 

3) PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh. 

Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Kriteria Wajib Pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu sebagai berikut (PP 46 Tahun 2013 Pasal 2): 

a) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk 

bentuk usaha tetap;dan  

b) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa 

sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak 

Pelaksanaan jasa tax..., Shella Chandra, FB UMN, 2017



14 
 

melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus ribu rupiah) 

dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

Besarnya tarif Pajak Penghasilan penghasilan dari usaha yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan 

PP 46 Tahun 2013 Pasal 3 adalah 1% (satu persen). 

Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam pasal 4 ayat 

(2) meliputi (Resmi, 2017): 

a) penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri 

dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat bank Indonesia 

(SBI), dan jasa giro; 

b) transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri; 

c) bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara; 

d) hadiah undian; 

e) persewaan tanah dan/atau bangunan; 

f) jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, 

dan pengawasan konstruksi; 

g) Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan; 

h) bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Wajib 

Pajak orang pribadi; 

i) dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang atau 

jasa yang dikonsumsi di dalam negeri (Ilyas dan Suhartono, 2013). Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas (www.pajak.go.id): 

a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha; 

b) impor Barang Kena Pajak; 

c) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha;  

d) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di 

dalam Daerah Pabean; 

e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean; 

f) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

g) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan 

h) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak 

berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) yang terutang. Tarif PPN berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 pasal 7 adalah sebagai berikut: 

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). 
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2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: 

a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 

b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan 

c) Ekspor Jasa Kena Pajak. 

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi 

paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) 

yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau ekspor Barang Kena 

Pajak (BKP) dan atas setiap penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), maka Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti 

pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pajak keluaran 

adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha 

Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa 

Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak 

Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak masukan adalah Pajak 

Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak 

karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau 

pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 

dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor 

Barang Kena Pajak. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 

pasal 1). 
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Berlakunya sistem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib 

Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang (Ilyas dan Suhartono, 2013). Pelaksanaan 

pembayaran/penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui: 

1. Layanan pada loket/teller, dan/atau 

2. Layanan dengan menggunakan sistem eletronik lainnya pada Bank 

Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing. 

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran 

Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. 

Pembayaran dan penyetoran pajak meliputi PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan 

PBB (Resmi, 2017). Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Pasal 1 UU No. 28 tahun 2007).  

Wajib Pajak harus membayar pajak dengan Billing System atau lebih 

populer dengan istilah E-Billing per 1 Juli 2016 (http://www.pajak.go.id). E-

Billing adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing. 

Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas 

suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Aplikasi 

Billing DJP adalah bagian dari Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak yang 

menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi Wajib Pajak untuk 

menerbitkan Kode Billing dan dapat diakses melalui jaringan internet. (Peraturan 
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Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014). Manfaat penggunaan E-Billing 

adalah (http://www.pajak.go.id/e-billing): 

1. Lebih Mudah 

a) Anda tidak harus lagi mengantri di loket teller untuk melakukan 

pembayaran. Sekarang Anda dapat melakukan transaksi pembayaran 

pajak melalui internet banking cukup dari meja kerja Anda atau melalui 

mesin ATM yang Anda temui di sepanjang perjalanan Anda. 

b) Anda tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos 

Persepsi. Sekarang Anda hanya cukup membawa catatan kecil berisi 

Kode Billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Cukup 

tunjukan Kode Billing tersebut ke teller atau masukkan sebagai kode 

pembayaran pajak di mesin ATM atau internet banking. 

2. Lebih Cepat 

a) Anda dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam 

hitungan menit dari mana pun Anda berada. 

b) Jika Anda memilih teller bank atau kantor pos sebagai sarana 

pembayaran, sekarang Anda tidak perlu menunggu lama teller 

memasukkan data pembayaran pajak Anda. Karena kode Billing yang 

Anda tunjukkan akan memudahkan teller mendapatkan data pembayaran 

berdasarkan data yang telah Anda input sebelumnya.  

c) Antrian di bank atau kantor pos akan sangat cepat berkurang 

karena teller tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak. 
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3. Lebih Akurat 

a) Sistem akan membimbing Anda dalam pengisian SSP elektronik dengan 

tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan Anda, sehingga 

kesalahan data pembayaran seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis 

Setoran, dapat dihindari. 

b) Kesalahan input data yang biasa terladi di teller dapat terminimalisasi 

karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah Anda 

input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan Anda yang benar. 

Setelah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak wajib 

melaporkan seluruh perhitungan pajak terutang tersebut ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan Surat 

Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib 

Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, 

objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajibannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan-peraturan perpajakan (Peraturan Direkur Jenderal 

Pajak Nomor PER-03/PJ/2015). Jenis SPT meliputi (Resmi, 2017): 

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atau 

pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri atas: 

a) SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26; 

b) SPT Masa PPh Pasal 22; 

c) SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26; 

d) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2); 

e) SPT Masa PPh Pasal 15; 
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f) SPT Masa PPN dan PPnBM; 

g) SPT Masa PPN dan PPnBM bagi Pemungut. 

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk 

pelaporan tahunan. SPT Tahunan terdiri atas: 

a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771–Rupiah). 

b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan 

menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang 

Dolar Amerika (1771-US). 

c) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai 

penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan 

pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto; dari satu atau 

lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat 

final; dan dari penghasilan lain (1770). 

d) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai 

penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; 

yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770 S). 

e) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai 

penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai 

penghasilan lainnya kecuali bunga bank/atau bunga koperasi (1770 

SS). 

Dari jenis SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa berbentuk (Waluyo, 2016): 

1. Formulir kertas (hardcopy); atau 
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2. E-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh 

Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPT yang disediakan Direktorat 

Jenderal Pajak. 

Saat ini, sistem pelaporan SPT dilakukan dengan cara elektronik. Sebelum 

membayar dan  menyampaikan SPT secara elektronik, Wajib Pajak harus 

memiliki E-FIN (eletronic filing identification number). E-FIN adalah nomor 

identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang 

melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak (Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ.2015). Wajib Pajak datang sendiri ke 

KPP Tempat terdaftar untuk meminta E-FIN dengan mengisi formulir 

permohonan aktivasi E-FIN dan menunjukkan KTP atau Paspor atau NPWP atau 

surat keterangan terdaftar (SKT) serta menyampaikan alamat e-mail aktif. Bagi 

Wajib Pajak Badan, harus menunjuk pengurus untuk mewakili Wajib Pajak. Satu 

hari setelah aktivasi, KPP akan mengirim E-FIN kepada Wajib Pajak melalui e-

mail. E-FIN digunakan sebagai sarana untuk log in pada saat E-Filing (Resmi, 

2017). E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan 

Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui 

Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider  (ASP) (Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009).  

 Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi admnistrasi berupa bunga dan/atau denda (UU KUP Nomor 28 

Tahun 2007). STP diterbitkan apabila (Resmi, 2017): 

1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
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2) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat 

salah tulis dan/atau salah hitung; 

3) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda/atau bunga; 

4) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak 

membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; 

5) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak 

mengisi faktur pajak secara lengkap, selain: 

a) Identitas pembeli atau 

b) Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan, dalam hal penyerahan 

dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; 

6) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa 

penerbitan faktur pajak; atau 

7) Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan 

pengembalian Pajak Masukan. 

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu 

penyampaian SPT, maka dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN, Rp 100.000,00 (seratus 

ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta 

rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta Rp 

100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak orang pribadi (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 1). Sanksi 

administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, 
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bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP atas STP 

yang diterbitkannya karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau 

kurang bayar, atau dari hasil penelitian SPT yang menunjukkan pajak kurang 

dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung (Resmi, 2017). 

 Suatu perusahaan dalam kegiatan usahanya akan melakukan penjualan, 

pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Perusahaan membutuhkan kas 

untuk menjalankan kegiatan opersionalnya. Berdasarkan PSAK 2, kas terdiri dari 

saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (cash in bank). Saldo kas (cash on 

hand) umumnya dipakai untuk pengeluaran harian perusahaan yang sifatnya rutin 

dan tidak besar jumlahnya (Agoes dan Trisnawati, 2013). Kas kecil adalah kas 

yang digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah kecil (Weygandt etc al., 2017). 

Terdapat dua sistem yang digunakan dalam perhitungan dan pencatatan kas kecil, 

yaitu (Waluyo, 2016): 

1. Imprest Fund Method 

Pada metode imprest, jumlah pada akun kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar 

cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. 

Kasir kas kecil selalu menguangkan cek ke bank yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran kecil dan setiap melakukan pembayaran, kasir kas 

kecil membuat bukti pengeluaran. Pencatatan pengeluaran dilakukan pada 

saat pengisian kembali. 

2. Fluctuation Method 

Metode fluktuasi tidak berbeda dengan metode imprest dalam hal 

pembentukan dana. Namun pada metode fluktuasi, saldo uang yang dicatat 
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pada akun kas kecil selalu berubah. Fluktuasi tesebut sesuai dengan jumlah 

pengisian kembali dan pengeluaran dari kas kecil. Pencatatan dilakukan 

secara langsung pada saat pengeluaran sehingga pada akhir periode tidak 

diperlukan lagi penyusunan ayat jurnal penyesuaian. 

Rekening giro adalah rekening giro Rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat 

dengan menggunakan cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran 

lainnya, atau dengan pemindahbukuan (Peraturan Bank Indonesia Nomor 

18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro). 

Setiap perusahaan memiliki aset yang digunakan untuk kegiatan 

operasional. Aset yang digunakan terus menerus berdampak pada berkurangnya 

nilai dari aset tersebut maka perlu dilakukannya penyusutan (Suandy, 2016). 

Menurut PSAK Nomor 17, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang 

dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Sedangkan menurut 

Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa pengeluaran untuk 

mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, tetapi 

dibebankan melalui penyusutan. Metode penyusutan menurut Pasal 11 Undang-

Undang Pajak Penghasilan adalah:  

a) Metode garis lurus (straight line method), atau metode saldo menurun 

(declining balance method) untuk Aset Tetap Berwujud bukan bangunan. 

b) Metode garis lurus untuk Aset Tetap Berwujud berupa bagunan. 

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11, untuk menghitung penyusutan, 

masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut: 
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Tabel 1.4 

Kelompok Harta Berwujud, Masa Manfaat, dan Tarif Penyusutan 

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Penyusutan 

berdasarkan metode 

garis lurus 

Tarif Penyusutan 

berdasarkan 

metode saldo 

menurun 

I. Bukan Bangunan    

    Kelompok 1 

    Kelompok 2 

    Kelompok 3 

    Kelompok 4 

II. Bangunan 

4 tahun 

8 tahun 

16 tahun 

20 tahun 

25% 

12,5% 

6,25% 

5% 

50% 

25% 

12,5% 

10% 

    Permanen 

    Tidak Permanen 

20 tahun 

10 tahun 

5% 

10% 

 

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 

 Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, perdagangan internasional 

memberikan dampak signifikan kepada ekonomi suatu negara, ekonomi suatu 

kawasan, maupun ekonomi dunia secara keseluruhan. Perusahaan multinasional 

sebagai pelaku perdagangan internasional memanfaatkan perkembangan 

teknologi, transportasi, dan komunikasi untuk menjalankan grup usahanya di 

beberapa negara. Mengingat bahwa perusahaan multinasional melakukan operasi 

di beberapa negara yang memiliki ketentuan dan tarif pajak yang berbeda-beda, 

terdapat risiko bagi administrasi perpajakan di setiap negara tentang adanya 

kemungkinan upaya penghindaran pajak melalui transaksi yang terjadi antara 
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perusahaan multinasional yang tergabung dalam suatu grup usaha yang 

berkedudukan di negara yang berbeda. Pada umumnya, upaya penghindaran pajak 

dapat dilakukan antara lain dengan melakukan penggeseran laba dari suatu negara 

ke negara yang lain melalui transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan 

istimewa yang berkedudukan di negara yang berbeda. Penggeseran laba juga 

dapat terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang 

berkedudukan di negara yang sama dengan cara memanfaatkan perbedaan tarif 

pajak yang disebabkan antara lain, dalam hal perlakuan pengenaan Pajak 

Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu, perlakuan pengenaan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atau transaksi yang dilakukan dengan Wajib 

Pajak Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas (Imran etc all, 2013).  

 Dalam perpajakan dikenal istilah hubungan istimewa. Hubungan istimewa 

adalah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mepunyai hubungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 

ayat (2) Undang-Undang PPN. Hubungan istimewa dianggap ada apabila (UU 

PPh Pasal 18 ayat 4): 

a) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung 

paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan 

antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima 

persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib 

Pajak atau lebih yang disebut terakhir; 
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b) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak 

berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak 

langsung; atau 

c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis 

keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. 

Transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat mengakibatkan 

pelaporan penghasilan dan biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak tidak 

sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Ilyas dan Suhartono, 

2013). Dengan demikian, pemeriksaan transfer pricing terhadap transaksi afilasi 

pada hakikatnya adalah suatu pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan 

kelaziman usaha pada transaksi afiliasi tersebut (Imran et all, 2013). Menurut 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-43/PJ/2010 menegaskan bahwa 

transaksi keuangan yang dapat menimbulkan ketidakwajaran dalam transaksi 

hubungan istimewa, yaitu: 

1) Penjualan, pengalihan, dan perolehan barang berwujud atau tidak berwujud. 

2) Sewa, royalti, dan imbalan yang terkait dengan penggunaan harta. 

3) Penghasilan atau pengeluran sehubungan dengan jasa. 

4) Alokasi biaya. 

5) Penyerahan atau perolehan instrumen keuangan. 

 Wajib Pajak yang wajib membuat dokumen harga transfer adalah Wajib 

Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa 

yang memenuhi salah satu ambang batas/persyaratan untuk menyiapkan dokumen 

harga transfer (https://www2.deloitte.com).  
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Gambar 1.2 

Ketentuan Wajib Pajak Wajib Membuat Dokumen Penentuan Harga 

 
   Sumber: http://iaiglobal.or.id  

 

Maka dari itu, tanggal 30 Desember 2016 lalu telah dirilis Peraturan Menteri 

Keuangan PMK-213/PMK.03/2016 tentang dokumen transfer pricing. Dokumen 

penentuan harga transfer terdiri atas: (1)dokumen induk, (b)dokumen lokal, 

dan/atau (c)laporan per negara. Dalam dokumen induk berisi informasi mengenai 

Grup Usaha, paling sedikit memuat: (1)struktur dan bagan kepemilikan serta 

negara atau yuridiksi masing–masing anggota, (2)kegiatan usaha yang dilakukan, 

(3)harta tidak berwujud yang dimiliki, (4)aktivitas keuangan dan pembiayaan, dan 

(5)laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait 

transaksi afiliasi.  Sedangkan dokumen lokal berisi informasi mengenai Wajib 

Pajak, paling sedikit memuat: (1)identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan, 

(2)informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan, 

(3)penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, (3)informasi keuangan, dan 
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(4)peristiwa/kejadian/fakta non-keuangan yang mempengaruhi pembentukan 

tingkat harga atau laba. Laporan per negara (CbCR) berisi informasi mengenai: 

(a)alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau 

yuridiksi dari seluruh anggora Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar 

negeri yang meliputi nama negara atau yuridiksi, peredaran bruto, laba (rugi) 

sebelum pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri, 

Pajak Penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, 

dan harta berwujud selain kas dan setara kas, (b)daftar anggota Grup Usaha dan 

kegiatan utama per negara atau yuridiksi.  

Apabila suatu transaksi dipengaruhi hubungan istimewa, maka Wajib 

Pajak harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length 

principle/ALP). Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan sebuah 

prinsip perpajakan yang diatur dalam Undang–Undang PPh sebagai instrumen 

untuk mencegah praktik penghindaran pajak (Kurniawan, 2015). Penerapan 

prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) untuk tujuan 

perpajakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-

32/PJ/2011 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1)melakukan 

analisis kesebandingan dan menentukan pembanding, (2)menentukan metode 

transfer pricing, (3)menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan 

(4)dokumensi transfer pricing. Metode transfer pricing yang tepat diperlukan, 

baik Wajib Pajak maupun bagi otoritas pajak. Bagi Wajib Pajak, metode transfer 

pricing untuk menunjukkan bahwa transaksi maupun harga yang ditetapkan 

dengan afiliasi sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Bagi 
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otoritas pajak, metode transfer pricing diperlukan untuk menguji apakah transaksi 

maupun harga transfer yang dilakukan dengan afiliasi sesuai dengan prinsip 

kewajaran dan kelaziman usaha (Kurniawan, 2015). 

 Metode penentuan harga transfer dibagi menjadi lima metode sebagai 

berikut (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010): 

1) Metode perbandingan harga antara pihak yang idependen (Comparable 

Uncontrolled Price) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan 

dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan dendgan 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam 

transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. 

2) Metode harga jual kembali (Resale Price Method) adalah metode Penentuan 

Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam 

transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah 

dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset, dan resiko, atas 

penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai 

hubungan istmewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam 

kondisi wajar. 

3) Metode biaya-plus (Cost Plus Method) adalah metode Penentuan Harga 

Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang 

diperoleh perusahaan yang  sama dari transaksi dengan pihak yang tidak 

mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh 
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perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan 

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. 

4) Metode pembagian laba (Profit Split Method) adalah metode Penentuan 

Harga Transfer berbasis laba transaksional (transactional profit method) yang 

dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang 

akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempnyai hubungan istimewa tersebut 

dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang 

memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan 

tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa. 

5) Metode laba bersih transaksional (Transactional Net Margin Method) adalah 

metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan 

presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap 

aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang 

diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa atau presentase laba bersih operasional yang diperoleh 

atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa lainnya. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Universitas Multimedia Nusantara mewajibkan setiap mahasiswa untuk 

mengambil mata kuliah kerja magang. Dengan adanya kerja magang ini, 
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mahasiswa mendapatkan teori dan pengetahuan tentang akuntansi khususnya 

perpajakan yang berguna untuk bekal di dunia kerja. Kerja magang dilaksanakan 

dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan 

formal yang didapatkan selama di bangku kuliah  yang kemudian di praktikan 

selama magang, membangun sifat mental yang baik di dunia kerja nyata seperti  

kemampuan berbicara di depan orang, kemampuan bekerjasama dalam team, 

kreatif, disiplin, dan inisiatif. Praktik kerja magang dapat mengembangkan 

keahlian secara profesional dalam menghadapi masalah-masalah nyata yang 

terjadi di dunia kerja khususnya perpajakan dan cara menyelesaikan masalah 

tersebut.  

 Program praktik kerja magang yang dilaksanakan pada Kantor Konsultan 

Pajak Edy Gunawan ini memiliki beberapa maksud dan tujuan, antara lain: 

1. Memiliki kemampuan dalam memeriksa dan mencocokan data mengenai 

faktur pajak apakah sudah sesuai dengan data yang telah tersedia sebelumnya. 

2. Menambah pengetahuan dan kemampuan dalam praktik mengenai PPh Pasal 

21, Pasal 23, PPh 25, PPh 17, PPh Final Pasal 4 ayat 2, dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

3. Menambah pengetahuan dan kemampuan dalam mengola data untuk 

keperluan Transfer Pricing Document. 

4. Memiliki kemampuan dalam praktik pembuatan E-FIN Badan. 

5. Menambah pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan E-System 

dalam perusahaan seperti E-SPT dan E-Billing. 
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1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

 1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2017  sampai dengan 

9 September 2017 di Kantor Konsultan Pajak Edy Gunanawan dengan syarat dan 

ketentuan yang telah diberikan oleh Univeristas Multimedia Nusantara. 

Penempatan pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai junior tax consultant. Kerja 

magang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai pada 

pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB. Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan berlokasi 

di Ruko Frankfurt 2 Blok B No.22, Jalan Raya Kelapa Dua, Gading Serpong, 

Tangerang. 

 1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Prosedur pelakasanaan kerja magang berdasarkan ketentuan yang terdapat di 

Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia 

Nusantara, sebagai berikut: 

1) Tahap Pengajuan 

a) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja 

magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja 

Magang yang ditujukan kepada perusahaan atau instansi yang dimaksud 

dengan ditandatangi oleh Ketua Program Studi dan formulir KM-01 dan 

formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi. 

b) Surat Pengantar Kerja Magang dianggap sah apabila telah dilegalisir oleh 

Ketua Program Studi. 
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c) Mahasiswa diperkenankan untuk mengajukan usulan tempat kerja 

magang kepada Ketua Program Studi. 

d) Mahasiswa menghubungi calon perusahaan atau instansi tempat kerja 

magang dengan membawa surat pengantar kerja magang dari kampus. 

e) Kerja magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa 

mahasiswa telah diterima untuk melakukan kerja magang pada 

perusahaan yang dimaksud yang ditunjukkan kepada Koordinator Kerja 

Magang. 

f) Apabila mahasiwa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, 

mahasiswa memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja 

Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan 

Penilaian Kerja Magang. 

2) Tahap Pelaksanaan  

a) Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa 

diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan 

sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 2 kali 

tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran 

tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa 

akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik 

kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus 

mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode 

berikutnya. 
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b) Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat 

petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, 

termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian 

materi kuliah adalah sebagai berikut: 

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku, dan 

komunikasi mahasiswa dalam perusahaan, serta cara penulisan laporan, 

ujian magang dan penilaian, serta cara presentasi dan tanya jawab. 

Pertemuan 2: Perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan 

serta briefing terkait teamwork. 

c) Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis 

di lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di 

bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat 

pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing 

Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing Lapangan. Untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan 

karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan 

dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja 

magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan–penyimpangan 

(mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiwa 

yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskuaifikasi dan sanksi lain 

sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang 

proses kerja magang dari awal. 
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d) Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di 

perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang. 

e) Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai 

dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan 

oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan 

pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba 

memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di 

perkuliahan dengan terapan praktisnya. 

f) Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja 

magang mahasiswa. 

g) Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinatir Kerja 

Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau 

pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan  berusaha menjalin hubungan 

baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun 

tertulis. 

3) Tahap Akhir  

a) Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan 

temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam 

laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja 

Magang. 

b) Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar laporan kerja 

magang Universitas Multimedia Nusantara. 
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c) Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa 

mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang 

harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan  diketahui oleh 

Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang 

kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan 

mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang. 

d) Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form 

KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja 

magang. 

e) Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangi oleh Pembimbing 

Lapangan di perusahaan/instansi dan surat keterangan yang menjelaskan 

bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, 

dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang. 

f) Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, 

Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang. 

g) Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan 

mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang. 
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